Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MAGELANG
PROVINS] JAWA TENGAH

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan generasi muda yang
berdaya saing, kreatif, inovatif dan berahlak sesuai dengan
nilai-nilai luhur bangsa perlu memberikan fasilitasi dan
dukungan secara komprehensif dan berkesinambungan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

bahwa dalam upaya penyadaran, pemberdayaan, dan

Kota Magelang yang terarah

angan pemuda di
e | dan daerah, maka perlu

ai dengan kebijakan nasiona

S wujudkan dalam bentuk

adanya kepastian yang di

ran sebagai dasar penyelenggaraannya;

o tuan dalam Undang-Undang

perdasarkan keten
0 Tahun 0009 tentang
s, wewenang,
an kepemudaan;

aimana dimaksud

e Kepemudaan, Pemerintah

Nafioss dan tanggung jawab

Daerah mempunyal tuga
pelayan

timbangan sebag
dan huruf ¢, perlu membentuk
a

dalam penyelengearad®
erdasarkan per

hurUf b7

an!

ara Republik
) U ndang—Undang Dasar Nég
t (6
Pasal 18 ay@

45;
Indonesia Tahun 19



L

Pembentukan p 17 Tahun 1950 tentang
Lingku aerah-daerah Kota Kecil dal
ngan 2 am
g Propinsi g awa Timur, J
Jawa Ba_'[‘at; i Tengah1 dan

Undang-Undang Nomor

40 T
Kepemudaan ( ahun 2009 tentang

Lemb

2000 Nomer 1. aran Negara Republik Indonesia Tahun
- 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5238);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah NomorT 41 Tahun 2011 tentang
ausahaan dan Kepeloporan Pemuda,

Pengembangan Kewir
asarana dan Sarana Kepemudaan

penyediaan Pr
serta ’ [ndonesia Tahun 2011 Nomor

Republik

(Lembaran Negara -
Negara Republi

87, Tambahan Lembaran

5238); 6
Peraturan Pemerintah Nomor.
personalia,

isasi,
prLSE sahaan Pemuda (Lembaran

k Indonesia Nomor

0 Tahun 2013 tentang
dan Mekanisme Kerja

susunan OT8 N
ewi
Lembaga permodalant . Tahun 7013 Nomor 151,

Republik Indonesia Nomor



Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah

Pelaksanaan Undang.ypg 87 Tahun 2014 Peraturan
“~hdang Nomor 12 Tah
un 2011

P

eraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016
t

entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kotg Magelang Tahun 2016 Nomor ("

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016
Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
ini yang dimaksud dengan:

lang.

dalah Kota Mage ‘
Daeraljlj n Daerah adalah Walikota sebagai unsur
Pemerinta

P merintahan Daerah yang memimpin
e

penyelenggard tahan yang menjadi

s
pelaksanaarn wrd

d

kewenangan —

ikota Mage _
Walikota adalah Wali — pembantu Walikota dan

aerah adal  pacrah d alam penyelenggaraan
a

wenangan Daerah.

an pemeri

o menjadi ke



10.

11.

12.

13.

14.

(enam belas) tahyp Sampai d mbangan yang berusia 16
1 .

Pemuda P :

° enyandang Disabilitag adalah pemuda yang
mengalami
intelektual, mental,

dan/atau sensorik d
alam jangka wak
tu lam
berinteraksi u lama yang dalam

keterbatasan fisik

d .
-~ engan  lingkungan dapat mengalami
atan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh  dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan
potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas,
aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran,
pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan
potensi dan peran aktif pemuda.

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan

mengembangkan potensi Kketeladanan, keberpengaruhan,
serta penggerakan pemuda.

Pengembangan Kewirausahaan pemuda adalah kegiatan

mbangkan potensi keterampilan dan kemandirian

menge

berusaha. |

Pengembangan Kepeloporanl pemuda adalah kegiatan
engembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan

m

ikan jalan
terobosan menjawab tantangan, dan memberl j

keluar atas perbagai masalah.

] m
Kemitraan adalah kerja sama
pemuda
memperkuat

embangun sinergi untuk
dengan prinsip saling
dan  saling

wadah pengembangan




17.

jasa di bida
bentuk "8 Kepemudaan yang giyny; dk

materi dan /atau Nonmater Judkan dalam
Masyarakat eral,

. Ind i
mempunyai  perhatian dap peran T oness yens
an

kepemudaan, dalam bidang

Prasaran

disediakaan daanarf:\na Kepemudaan adalah fasilitas yang
S€bagai pusat kegiatan kepemudaan untuk

penyadaran, peémberdayaan, dan pengembangan

kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang

berkualitas, kreatif, cerdas, dan inovatif.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

o

o o

R

Ketuhanan Yang Maha Esa;
kemanusiaan,
kebangsaan;

kebhinekaan,

demokratis;

keadilan;

partisipatif;

kebersamaan,

kesetaraan; dan

kemandirian.




is, ber ;
memiliki jiwa kepem; tC:iIlggung Jawab, berdaya saing, serta
an keb pemimpinan, kewirausahaan kepeloporan
an kKepan 2 ’
gsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesig g

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam
bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB III
FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta

kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6
dilaksanakan sesuai dengan

mudaan .
ki semangat kejuangan,

da, yaitu memili

ab, dan ksatria,

sif dinamis, reformis, dan
?

Pelayanan Kepe
karakteristik Pemu
kesukarelaan, tanggung_laW

serta memiliki sifat

: i re
kritis, idealis, inovatif, prog
futuristik.
pasal 7
i untuk:
diarahkan | |
i . alisme, dinamika,

Pelayanan Kep Jtriotismes nasionalis '
* menumbuhkaﬂ mangat profesionahtas; dan

se



Pasal 8

Pelayan

’ ;fl an Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam
asal 7 huruf g dilakukan melaly; strategi:

a. bela negara;

(1)

b. kompetisi dan apresiasi Pemuda-

C. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja
sesual dengan potensi dan keahlian yang dimiliki; dan

d.

pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi,

beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
b. pendampingan Pemuda;
c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan
pendidikan serta keterampilan; dan

d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi

advokasi dan mediasi yang dibutuhkan

lingkungannya.

Pasal 9

o . tah Daerah dan Masyarakat perkewajiban untuk
emerin

bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV

JAWAB
DAN TANGGUNG
Y EWENANG,

pasal 10 )
yal tugas melaksanakan kebijakan
n

kebijak

daan.

rah mempPY
menetapkan
an Kepert

) ah  serta
Pemerintah D2 an Daer

dan

nasional
kan Pﬁlayan

mengoordinasl



& ‘Thererly, penyelenggaraan Kepemudaan

Pasal 12

Pemeri
ntah Daerah bertanggung  jawab melaksanakan

d
penyacaran, - pemberdayaan, - dan pengembangan potensi

Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

BABV
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 13
Pemuda berperan aktif sebagai motivator kekuatan moral,
kontrol sosial, dan agen perubahan dalam memfasilitasi segala

aspek pembangunan Daerah.

Pasal 14
(1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan:

a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas, dan

ahlak mulia dalam pertindak pada setiap dimensi
kehidupan Kepemudaan; B
n dan takwa, mengembangkan nilai-

erkuat ima
b memp Kkal serta ketahanan mental

nilai kearifan pudaya 1o

C. meningkatk .
muda sebagal '
al 13 diwujudkan dengan:

kon
(2) Peran aktif Pe

dimaksud dalam Pas
at wawas
kesadaran
ai warga negal‘a;

an kebangsaan; .
a. memperky atas tanggung jawab, hak,
kitkan
b. membans
ajiban sebag

dan kew an sikap Kritis terhadap Jingkungan dan
kit
c. membang _ )
penegakan huklll'ﬂ,‘ pas salamn perumusan kebijakan
artisl
. gkatkan P
d. mening

publik;



dimaksud dalam Pasal
mengembangkan:

a.

pendidikan politik dan demokratisasi:

b. sumber daya ekonomi;

c. kepedulian terhadap masyarakat;

d. ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. olahraga, seni, dan budaya;

f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau

h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah,
badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha

memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah

untuk: ) | )
a. menjaga Pancasila sebagai ideologl negara;

| i tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
b. menjaga

Republik Indonesia; angsa:
1ukuh persatuan dan kesatuan bang
c. memper itusi Jemokrasi, dan tegaknya
kons )

melaksanakan

hukum; ccordasan dan kesejahteraan masyarakat;
€ meningk than ketahanan pudaya lokal dan budaya
f rnenirlgkaﬂ‘can

nasional; dan/atad o dan kemandirian ekonomi

q Ssal



(1)

(2)

pemantapan kebudayaap

kebudayaan lokal; rasional  yang  berbasis

pemaham iri
an kemandman ekonomi; dan /atau

penyiapan
ylapan program reégenerasi di berbagai bidang

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan

o | Penyadaran  Kepemudaan
¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan
dalam bentuk:

a. kajlan agama spiritual berserta aplikasinya yang

berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga,
dan bermasyarakat;

b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam
rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan
kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai
demokrasi dan kearifan lokal;

c. dialog interaktif dan/atau debat Kepemudaan dalam
rangka meningkatkan pemahaman kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. kemah budaya dan temu kreativitas Kepemudaan

dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan

ekonomi untuk membangun keman |
dan pameran produk kreatif

dirian Pemuda;

b. lokakarya, workshop,
pemuda dalam rangka meningkatkan semangat
em

an di kalangan
sesuail

Pemuda; dan

ke“ﬁraisaha yang dengan karakteristik
c. perlombaan

alam rangka mengembangkan minat,

Kepemudaan d

uan Pe
pakat, dan kemamp ; dimakSUd pada ayat

pernudaan dapat dilaksanakan

tuan peraturan



(1) Pemberdayaan Pemygy dilaksanak
a.

(2)

1 ‘———nﬁ‘\

BAB vI1

Pasal 21

an secara terencana,

dan berkel :
anjutan )
potensi dan kualitas untuk meningkatkan

pengetahuan,

sistematis,

i, mental spiritual,
| serta keterampilan diri dan organisasi
menuju  kemandirian Pemuda yang difasilitasi oleh
Pemerintah Daerah melalui kegiatan:

a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan

terukur;

b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan
ketahanan nasional;

d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;

e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya
Pemuda; dan/atau

f. penyelenggaraan penelitian ~ dan pendampingan

kegiatan Kepemudaan.
kegiatan Pemberdayaan Pemuda

(1) dapat dilakukan

Pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat

dalam bentuk: | |
a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional,
penguatan intelektual dan spiritual;
i i Pemuda berprestasl;
berian beasiswa |
— antar pemuda pada tingkatan

c. pembangunan jejaring
lokal, nasional, maupu

tapan usaha ekonomi P
muda atau Pemu

n internasional;
roduktif Pemuda;

d. pemar da berprestasi

pemilihan wirausaha

tingkat kota;
enggaraall ke

iatan festival kreativitas Pemuda
gi

£ penye tau
tingkat kot&: dan/a _ ahraga di kalangan
g. pelaksanaan 4an Pemu
pelajal‘ , I
potensial.



y hu :
dilaksanakan gl Tuf a sampaj dengan huruf g
P progra .
difasilitasi M yang dj i
si oleh Pemerintah Daerah prakarsai dan
swasta. » Masyarakat, dan pihak
BAB VIiI
PENGEMBANGAN
Pasal 22

Untu : : ,
ntuk menggali potensi dan jati diri Pemuda diperlukan
pengembangan melalui:

a. pengembangan kepemimpinan;
b. pengembangan kewirausahaan; dan

c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 23
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan;
c. pengaderan;
d

pembimbingan;

i

pendampingan; dan/atau

f  forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 24
qusahaan Pemuda dila
muda, potensi

ksanakan

(1) Pengembanga® Kewir
sesuai dengan minat, P :
pPemuda sebagaimana

akat, potensi Pe
nal dan Daerah.

ah p¢
daerah, dan al
ewirausahadll

(2) pengembanga’ K ), dilaks anakan melalui:
at )
dimaksud pada &y
a. pelatihal’l;
G, pembimbmgaﬂ;
d pendampingan;
€. Kemitrad®



(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

-14 . e

Promosi; dap feitay

' sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan

a.

. melalui:
latihan dasar penanggulangan bencana;

latihan kepanduan melalyj gerakan pramuka;
lomba inovasi dan keteladanan Pemuda. tingkat Kota;

temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Kota;

o p o @

pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda
tingkat kota; dan/atau

f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 26
Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan

pengembangan Pemuda.
Organisasi Kepemudaan dan pihak ketiga dapat berperan

serta dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan

Pemuda.
BAB IX
UDAAN
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEM
pasal 27

kan koordinasi strategis

ktifican  penyelengearaan

ngefe
lintas sektor untuk M€ g

mudaan-
gis Jintas S€

i d
pelayanan Kepe a dlmaksu

Koordinasi gtrate

tor sebagaimar

souti:
at (1) dapat meliptd salam nal penyadaran,
pada ay . sektor ) pemimpinan,
1 Crgl an (4
a. program s _cta P€ ngembang n
Pemberdayaan’ ap 1’{epelopora_rl PemU=es

kewirausahaan’



(1)

(2)

(3)

(1)

nsi moral, pengangguran,

dan kEkCI asan serta n a
arkotik ’
p51kotrop1ka, dal’l zat adlka lainnya

Pasal 28

Pemerint
ah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat

melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam

Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya,
ekonomi, dan lingkungan.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas,
dan saling memberi manfaat.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan

internasional.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya

Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau

Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

Fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan,

monitoring, dan evaluasl.

BAB X

N
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAA

pasal 30 .
i aran
tah pDaerah wajib rnenyed1akan pras
Pemerin
Pelayanall
sarana dalam rangka - . — o
epemnu a

Kepemudaan.

OrganisaSi pemudaan.

Saranad Ke o
pekerja sama dengan QOrganisasi
t

dalam penyediaan

ana
menyediakal Prasal

Prasau'alﬂ"ﬂl



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Ketentuan lep;
Cblh lan'

di

m
dalam Peraturan Walikota aksud pada ayat (1) diatur

) | Pasal 31
emerintah D it
aerah wajib mempertahankan keberadaan

dan mengopti
ptimalkan pen
gguna;
Kepemudaan. an Prasarana dan Sarana

Pemerintah
Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan

Ma ‘

syarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana
Kepemudaan.

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang
telah menjadi barang milik negara atau Daerah dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 32
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata

ruang wilayah kota, menyediakan ruang untuk prasarana

Kepemudaan.
Penyediaan ruang untuk

sebagaimana dimaksud pada ayat
ran perundang—undangan.

prasarana Kepemudaan

(1) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peratu

Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata
ibatkan Pr
da ayat (1) dan ayat (2) dianggap

kota yang mengak asarana Kepemudaan
o

ud pa

sebagaimana dimaks
tah Daerah da

tidak layak lagi, Pemerin .
ke tempat yans lebih layak dan strategis.

pat memindahkan

BAB XI

ORGANISASI KEPEMUDAAN

pasal 33

emudaall dibentuk oleh P
P

emuda.

Organisasi Ke



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan

isas;
Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung
kepenti ' \f otensi, ser
pentingan nasional, memberdayakan pot i, ta
men ‘ cwiraus
gembangkan kepermrnpinan, kewi ahaan, dan

kepeloporan.

Pasal 34

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi
untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan
memperkaya kebudayaan Daerah dan nasional.
Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan
menengah.

Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan

tinggi.
Organisasi ke

dimaksud pada ayat
ah kematangan intelektual;

pelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana

(1) ditujukan untuk:

a. mengas

b. meningkatkan kreativitas;

mbuhkan rasad percay

gkatkan daya inovasi;

a diri;
c. menu

d. menin ' N
nyalurkan minat bakat; dan/-a a o
. puhkan semangat kesetiakawanan sosi
menumbu -
pengabdian kepada masyar
pasal 35 o
iib memfasilitast Organisasi
1 | .
pemerintah paerah W& D e
em " e |
Kepemudaal organisas’
epe ’
kema_hasiswaan




-18.

(2) Satuan pengjqg;
1dikan
memfasilitag; n Penyelenggar idi
asilitasj OTganisag; gara pendidikan wajib

; kepelajar
Sesual dengan Tuang lingkupnyj * dan kemahasiswaan
a.

an seb
ayat (1) paling kurang mem;p;

a. keanggotaan

4gaimana dimaksug pada
ki:

b. kepengurusan;

C. tat i
a laksang kesekretariatan dan keuangan; dan/atau

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 36
Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau

nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 37
Organisasi Kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi

Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 38

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah

Daerah.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39 d
(1) Masyarakat mempunyai tangguns Jaz:l,( ;a;: giat:nn
kewajiban dalam berperan
untuk mewujudkan tujuan ‘
yarakat sebagalm

serta melaks

pelayanartt Kepemudaan.
ana dimaksud pada ayat

Mas
(2) Peran serta <
(1) diselenggarakan deng

u
a. melakukan merusak;

erlindungan Pemuda  dari

- ember dayaan pPemuda sesual
ha

t kepemimpinan,
deng Jalam pengembangan P
a



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB Xi11

Pasal 40
Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
a. Pemuda yang berprestasi; dan

b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan,

lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok

masyarakat, dan perorangan yang berjasa dan/atau

berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan,
asuransi dan jaminan hari tua, akses permodalan,
dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau

perorangarn. |
mengenai  Penghargaan

(1), ayat (2), dan ayat (3)

ketentuan peraturan

Ketentuan lebih lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sesuai dengan

perundang-undanga:

BAB XIV
PEN DANAAN

pasal 41
an Kepemudaan

pelanja daerah.
an dan belanja

dibebankan

ndapat
| anggaran P°
Selain bersu e ayat (1) pendanaan
aimand
daerah sebas

pelayanarn Keperatd



(1)

(2)

(3)

. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip keadilan

efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik

Pasal 43

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses
permodalan untuk  mendukung  Pengembangan
Kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Dalam hal akses permodalan untuk mendukung
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja
permodalan kewirausahaan Pemuda

lembaga
diatur dalam

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Peraturan Walikota.
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dalam Lembaran Daerah.

Ditetgpkan di Kota Magelang
padd tanggal 29 Novewber 2019

ALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 99 Nevewnber 209

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

10
019 NOMOR
"IMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN

ENGAH:
OVINSI JAWA T

10942/201)
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KEPEMUDAAN

UMUM

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,
bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,
kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya
peran Pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan berbagai persoalan

yang dihadapi terkait Pemuda, perlu dilakukan pengaturan dan penataan

pembangunan kepemudaan di Kota Magelang yang berorientasi pada

pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan Pemuda Indonesia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak
novatif, mandiri, demokratis, bertanggung

mulia, sehat, cerdas, kreatif, i ,
kewirausahaan,

Jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpii

dan kepeloporan. qan di Kota Magelang

d
rdayaan Kepemu
sy Pemerintah Daerah

h oleh
yang ditunjuk untuk

Pembangunan dan P

11
selama ini belum dilaksanakan secard Pt

ran dan lembaga
atu peratu ebut bukan hanya mengurus

embuatan program terkait
pemudaan, dan

karena belum adanya s
dari lembaga ters
an manajemern: sepert! P e
pembentukan karakter
n tetaPi juga
ewa

Menanganinya. Tugas
Masalah pengelolaan d
menaungi Organisasl

dengan  pengembangatl,
dahi minat pemuda,

a
Pelayanan kebutuhan Kepemuda

yang membar

Serta menjadi kont an :
t atur ajuan
radikal, Selain itu, adany2 pera? engelol? anggaran, P J. :
; ) dan ™ ta perawatannya menjadi
se

un
Kepemudaan untuk e t pemuda:
ina
faSilitaS yang mendukung minl
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Ju adany& Melalui Pemberdayaan Pemuda dihg,
e a
Mag® . nilaj

sita perjuangan bangsa serta sumpey daya ba ! luhur buday, dan

gl Pembangunan daerah
andal, tangguh, cerdas,

1ang menjadi Pemuda Sebagai Penerus - pkan Pemuda di Kota

cita
jan nasional, Pemuda yang berakhlaj mulia, h
dan profesional,

gegiatald

pemerintah Dae:rah berwenang menetapkan kebijakan daerah guna
emberikan kepastian hukum dalam Pembangunan kepemudaan
nidang penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyadaran,
pemberdayaan» dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap
pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda, dan Pemuda kader
kabupaten/kota, dan pemberdayaan dan pengembangan Organisasi

Kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "gsas Ketu

- basan pe
bahwa Pemberdayaan pemuda menjamin kebe ast e
menuru
untuk menjalankan kehidupan beragama Maha Esa.
kan Ketuhanafl Yang

hanan Yang Maha Esa" adalah
muda

kepercayaan yang berdasar

Huruf b kemanusiaan" adalah babwa
. n aSaS , dan
Yang dimaksud dengan erlindungan
P gb d n pemuda memberlkan P an martabat
emberdayaa

penghormatan hak-h

orsional:
setiap Pemuda secara prop

St o psas kebangsa®
- dengan a
Yang dimaksud i menumb hkan semang

mu

Pemberdayaan Pe pemuda

alangal
ik Indones’®

gerta men
nasionalisme dik

Kesatuan Republ



~24 .

asa :
Pemberdayaan Pemyqq me > Kebhinclaay adalah bahwa

- ;
Perhatikap keragaman penduduk,

ondisi
khususnya yang menyangic, ! khusus dae

bermasyarakat, berbangsa ¢

Huruf e

agama, suku, golongan 1

L rah, dan budaya,
asalah-masalah dalam kehidupan
an bernegara.

Yang dimaksud dengan

asas keadilan" ada]

. adalah bahwa
Pemberdayaan Pemuda memberikan kesamaan kesempatan dan
erlaku i

p an kepada setiap Warga negara sesuai dengan proporsinya
Huruf f |

Yang dimaksud dengan ‘"asas partisipatif' adalah bahwa

Pemberdayaan Pemuda menjamin keikutsertaan Pemuda secara

aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa

Pemberdayaan Pemuda menjamin Pemuda untuk bersama

Pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat di dalam

pelayanan Kepemudaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "gsas kesetaraan
n Pemuda menjamin pemuda untuk mendapatkan

adalah bahwa

Pemberdayaa

kesamaan dalam pelayanan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan
aan Pemuda ment

"asas kemandirian” adalah bahwa

mbuhkan kemampuan Pemuda

Pemberday juatan sendiri tanpa bergantung

untuk berdiri sendiri dengan ke

pada pihak lain.

Pasa] 3

Cukup jelas.

Pasa] 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
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pasal 7

cukup jelas.
pasal 8

cukup jelas.
pasal 4

cukup jelas.
pasal 10

cukup jelas.
pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pemuda

rawan terkena penyakit/ masal
rpendidi

rentan sosial” adalah Pemuda yang
ah sosial seperti pengangguran,

ah, dan lain-lain
Pemuda miskin, Pemuda be kan rend

PaSa_l 18 | B
i » alur pendidikan
Yang dimaksud dengan «pendidikan informal” adalah jaiur P
keluarga dan lingkungan-
Pasal 19
Cukup jelas.
PaSal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
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- pasal 22
cukup jelas.
Pasal 23
cukup jelas.
pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

keterampilan kepemimpinan Pemuda,
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan

Pemuda” adalah proses
meningkatkan kualitas

pemberian

dan kapasitas
Pemuda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendampingan kep
Pemuda” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

kepemimpinan Pemuda.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
PaSaj 26

Cukup jelas.
Pasaj o7

Cukup jelas.

- . " :
ang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan Pemuda”

adalah kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan

tuntunan untuk

kepemimpinan

emimpinan
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pasal 28
cukup jelas.
pasal 29
cukup jelas.
pasal 30
cukup jelas.
pasal 31
Cukup jelas.
pasal 32

Cukup jelas.
pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
| Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.

i
\

N

Cukup jelas. V
Pasal 42

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.




